SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN MEDIA MASSA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

a. bahwa Pemerintah senantiasa dituntut untuk
meningkatkan kemampuan dalam = menghadapi
tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat
cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk
membangun suasana kondusif dengan publiknya
melalui proses komunikasi yang baik;

b. bahwa pemerintah mengalami perubahan pendekatan
dalam hubungan dengan media massa, sehingga perlu
dilakukan penataan dan penyusunan pedoman
Kerjasama dengan media di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi dengan Media Massa;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 Tahun
1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);



8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan
Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Dewan Pers Nomor 3 /Peraturan-
DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan
Pers;

12. Peraturan Dewan  Pers Nomor  6/Peraturan-
DP/V /2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan
Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode
Etik Jurnasltik sebagai Peraturan Dewan Pers;

13. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-
DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media
Siber;

Memperhatikan : Surat Dewan Pers tentang Seruan Dewan Pers tentang
Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang bertujuan

kehumasan, Jakarta, 14 November 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN MEDIA MASSA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi dengan Media Massa, diubah sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan
penawaran kerjasama kepada Bupati Kuantan Singingi, harus

memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :



a. surat Penawaran Kerja Sama sesuai syarat dan ketentuan
pedoman kerja sama media yang tertera dalam Peraturan Bupati
ini;

b. 1 (satu) orang wartawan hanya boleh mewakili satu Media Massa,
baik Cetak maupun Elektronik; dan

c. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh Pemimpin Media
atau yang diberi Kuasa oleh Pemimpin Media yang bersangkutan.

(2) Penawaran kerjasama pada ayat (1) disampaikan kepada :

a. Bupati Kuantan Singingi c/q Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian bilamana pemberitaan lebih
cenderung tergolong kepada pemberitaan atau publikasi yang
ruang lingkupnya Daerah;

b. Bupati Kuantan Singingi c/q Kepala Bagian Humas dan Protokoler,
jika pemberitaan/publikasi lebih cenderung tergolong kepada

pemberitaan /publikasi yang ruang lingkupnya Pimpinan Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,
ttd

H MURSINI
Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007






